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sebagai instrumen reformasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi. Studi ini menggunakan metode studi literatur mulai dari buku, artikel,

jurnal penelitian yang relevan dan melibatkan telaah terhadap peraturan
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Pendahuluan

Korupsi adalah kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan
suatu negara, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi.. Kejahatan ini dikategorikan
sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang sistematis, terorganisir, dan sering kali
melibatkan aktor-aktor dari berbagai lapisan pemerintahan maupun sektor swasta. Di
Indonesia, korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang menghambat
pembangunan serta melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat. Berbagai laporan
dan penelitian menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman utama bagi tata kelola
pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan data Transparency International

indeks korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami naik dan turun.

Tabel 1. Indeks Korupsi Indonesia 2020 — 2024 (Sumber : Transparency International
2024)
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Pada Tabel 1 di atas, Indeks Korupsi Indonesia menunjukkan dinamika perubahan
korupsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, indeks berada di angka
37, yang mencerminkan tingkat korupsi yang relatif stabil. Kemudian, indeks meningkat
ke angka 38 pada tahun 2021, yang bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya
pemberantasan korupsi atau meningkatnya kepercayaan publik terhadap transparansi
pemerintahan. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022 terjadi
penurunan tajam hingga sekitar 34, yang berlanjut stagnan pada tahun 2023. Penurunan ini
dapat mencerminkan meningkatnya kasus korupsi yang terungkap atau berkurangnya
efektivitas kebijakan antikorupsi. Pada tahun 2024, indeks kembali naik ke angka 37,

menunjukkan adanya pemulihan terhadap pemberantasan korupsi.
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Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih terus
berlanjut dan memerlukan langkah-langkah yang lebih konsisten serta berkelanjutan. Hal

ini juga berimbas pada peringkat korupsi Indonesia di Dunia.

Tabel. 2 Peringkat Korupsi Indonesia 2020 — 2024 (Sumber : Transparency
International 2024)
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Pada Tabel 2 Peringkat Korupsi Indonesia 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dalam
peringkat korupsi negara selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indonesia
menempati peringkat sekitar 100, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan
peringkat yang lebih baik, mendekati 95. Namun, tren positif ini tidak berlanjut, karena
pada tahun 2022 peringkat memburuk dan melonjak ke angka sekitar 110, yang berarti
peningkatan tingkat korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini semakin
memburuk pada tahun 2023, dengan peringkat korupsi mencapai titik terburuk di sekitar
115, menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi dalam global. Pada tahun 2024, terjadi
perbaikan dengan peringkat kembali mendekati 95, mencerminkan adanya kemajuan
dalam upaya pemberantasan korupsi atau perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan. Perubahan drastis ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya
pemberantasan korupsi, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam
mempertahankan dan meningkatkan integritas tata kelola pemerintahan secara konsisten.

Penuntutan sejumlah pelaku korupsi besar telah menghasilkan penyitaan dan
pengembalian aset negara yang dicuri melalui praktik korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK
periode 2019-2024, Alexander Marwata (2024), pemulihan kerugian negara mencapai
Rp2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus dua

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso



Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025 4 0f 12

puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) telah
dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2020 hingga 2024, menurut
keterangan resmi komisi tersebut. Total ini mencakup hibah serta aset yang diperuntukkan
bagi kepentingan negara (PSP). Namun, Menurut Raihan Muhammad selaku Direktur
Eksekutif Amnesty UNNES dalam tulisannya (2024), tidak sedikit pula aset yang sulit
dilacak, terutama ketika pelaku telah mengalihkan kepemilikan kepada pihak ketiga atau
menyembunyikannya di luar negeri. Lembaga penegak hukum menghadapi tantangan
besar dalam pemulihan aset, menunjukkan kekurangan dalam sistem penyitaan saat ini.
Beberapa perubahan kebijakan dan strategi penegakan hukum terkait pemberantasan
korupsi di Indonesia telah dilakukan. Mekanisme hukum telah ditetapkan untuk menuntut
pelaku korupsi dan mengganti kerugian negara.

Jika hukuman pidana penjara bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku sebagai
bentuk balasan atas perbuatannya sekaligus sebagai sarana rehabilitasi agar tidak
mengulangi tindak pidana serupa. Hukuman denda diberikan Sebagai sanksi finansial
tambahan, diharapkan dapat mengurangi kerugian negara akibat korupsi. Sementara,
pencabutan hak politik diterapkan dalam kasus tertentu untuk mencegah pelaku kembali
menduduki jabatan publik dan mengulangi tindakan koruptifnya. Efektivitas hukuman
yang diterapkan masih menjadi perdebatan, terutama karena banyaknya kasus di mana
pelaku tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani hukuman.
Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma, divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi
perkebunan kelapa sawit, lebih ringan dari tuntutan seumur hidup. Ia seharusnya
membayar kerugian negara Rp 39,7 triliun dan uang pengganti Rp2,2 triliun. Selain itu, ia
dikenakan denda Rp1 miliar dan diminta membayar uang pengganti sebesar Rp78,8 triliun.

Meskipun secara teori hukuman-hukuman tersebut dirancang untuk memberikan
efek jera, prakteknya masih jauh dari ideal. Salah satu permasalahan utama dalam
penerapan pidana penjara adalah pemberian remisi yang relatif mudah diakses oleh
terpidana korupsi . Pada tahun 2024 saja berdasarkan data dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia terdapat 2.618 warga binaan kasus korupsi yang mendapatkan remisi.
Fenomena ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa hukuman bagi koruptor
cenderung ringan dan tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang mereka lakukan.
Dengan berbagai kelemahan dalam sistem pemidanaan konvensional ini, muncul wacana
untuk menerapkan hukuman alternatif yang jauh memiliki efektivitas lebih baik dalam
memberikan efek jera bagi pelaku korupsi . Salah satu pendekatan yang semakin banyak
didiskusikan adalah perampasan aset hasil korupsi, yang tidak hanya bertujuan
menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari

kejahatan.
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Perampasan bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak dapat
menikmati hasil kejahatannya, baik selama menjalani hukuman maupun setelah mereka
bebas. Jika seorang pelaku kehilangan seluruh yang didapatnya melalui korupsi, maka
kejahatan yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, tindakan ini tidak hanya
bersifat represif, tetapi juga preventif karena dapat mengubah kalkulasi risiko yang
dilakukan oleh individu yang berpotensi melakukan korupsi. Perjalanan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia telah berlangsung cukup panjang
dan penuh dinamika. Gagasan mengenai perlunya instrumen hukum khusus untuk
perampasan aset hasil tindak pidana tanpa bergantung pada pemidanaan pelaku sudah
muncul sejak awal 2000-an, seiring meningkatnya keprihatinan terhadap praktik korupsi
dan kejahatan terorganisir. RUU ini pertama kali diusulkan oleh pemerintah pada tahun
2008, namun belum mendapatkan perhatian politik yang cukup kuat di parlemen.

Setelah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), RUU ini
kembali mencuat pada tahun 2023 ketika Presiden Joko Widodo menekankan urgensi
pengesahannya dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi. Meskipun telah
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan masyarakat sipil, pembahasan RUU ini masih menghadapi tantangan, terutama
terkait jaminan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme perampasan tanpa
putusan pidana. Hingga kini, RUU Perampasan Aset masih menunggu pembahasan lebih
lanjut di DPR RI sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang lebih progresif. Analisis
dampak regulasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat
penting dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan efektivitas, keadilan, dan
keberlanjutan implementasi kebijakan tersebut. Mengingat RUU ini menyangkut
perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa melalui proses pidana konvensional,
potensi dampak sosial, hukum, ekonomi, dan hak asasi manusia harus dianalisis secara
menyeluruh. Tanpa kajian yang mendalam, regulasi ini berisiko menimbulkan resistensi
publik, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, hingga pelanggaran hak kepemilikan
yang sah.

Oleh karena itu, analisis dampak regulasi dapat menjadi instrumen krusial untuk
mengukur sejauh mana RUU ini mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum yang
lebih efektif dan transparan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang
dalam praktik perampasan aset di Indonesia. Dalam tulisan ini, peneliti ingin
mengungkapkan analisis prospektif kebijakan RUU Perampasan aset dan dampaknya
terhadap penegakan hukum dan juga dampak sosial dan ekonominya. Selain itu penelitian
ini juga mencoba untuk mengungkapkan potensi permasalahan yang mungkin diakibatkan

penerapan RUU tersebut.
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Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
kajian literatur. Menurut Creswell (2018), metodologi kualitatif dilihat sebagai sebuah
bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang didapatkan lewat informasi
yang didapat dari subjek penelitian, dilengkapi dengan data yang bersumber dari studi
dokumen. Fokus penelitian ini adalah menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU)
Perampasan Aset di Indonesia, yang merupakan upaya hukum untuk memulihkan
kerugian negara dari tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan terorganisir, dengan
mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada proses pidana konvensional. Undang-
Undang ini bertujuan memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berbasis
pemulihan aset secara lebih efektif dan adil.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai jurnal ilmiah, artikel hukum,
laporan resmi pemerintah, dan literatur relevan lainnya, dengan batasan periode publikasi
dari tahun 2015 hingga 2024 untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan
bersifat mutakhir dan relevan dengan konteks kebijakan terkini. Isu penelitian diteliti
dengan menelaah berbagai literatur terkait, termasuk kajian kebijakan publik, analisis
yuridis, dan studi kasus implementasi kebijakan serupa di negara lain. Proses telaah
dilakukan secara sistematis dengan cara membaca, mencatat, dan mengidentifikasi
argumen, temuan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perampasan aset.
Selanjutnya, informasi yang diperoleh dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu:
(1) Landasan hukum dan teori perampasan aset, (2) Aspek yuridis dan prosedural RUU
Perampasan Aset, (3) Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari penerapan RUU tersebut,
serta (4) Perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain. Kategori-kategori ini
dianalisis secara komparatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai potensi
manfaat dan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Perampasan Aset di

Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Prospektif Kebijakan RUU Perampasan Aset

Analisis prospektif terhadap RUU Perampasan Aset di Indonesia mengungkap
dampak multifaset di berbagai dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Memahami prospek
dan implikasi dari undang-undang ini sangat penting, mengingat potensinya dalam
memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir melalui penyitaan aset. Setiap dimensi
hukum, masyarakat, dan ekonomi saling terkait dan secara signifikan membentuk hasil dari
undang-undang yang diusulkan.

Dampak Hukum
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Implikasi hukum dari RUU Perampasan Aset sangat mendalam. Legislasi ini
bertujuan untuk menyempurnakan undang-undang yang ada mengenai penyitaan dan
pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan kriminal, khususnya korupsi dan pencucian
uang. Saat ini, undang-undang Indonesia mensyaratkan bahwa aset harus dibuktikan
terkait dengan kejahatan sebelum penyitaan dapat dilakukan, yang menyebabkan
tantangan hukum yang signifikan dalam pemulihan dana untuk korban (Tasdikin &
Wahyudi, 2022). Para pendukung berargumen bahwa menyederhanakan proses dapat
meningkatkan pemulihan dana sambil menciptakan lingkungan hukum yang lebih
mendukung wupaya anti-korupsi. Misalnya, mengadopsi undang-undang yang
mengasumsikan aset sebagai hasil kejahatan hingga terbukti sebaliknya dapat mengurangi
hambatan yang saat ini dihadapi dalam proses pemulihan hukum (Fernando et al., 2023) .
Selain itu, menerapkan kerangka hukum yang kuat yang selaras dengan praktik terbaik
internasional, seperti yang tercantum dalam pedoman FATF, dapat meningkatkan efisiensi
pemulihan aset (Zolkaflil et al., 2022). Selain itu, interaksi antara penyitaan aset dan hak
asasi manusia harus ditinjau secara cermat. Para pendukung integrasi unsur hak asasi
manusia ke dalam kerangka penyitaan menekankan pendekatan seimbang yang
menghindari pengayaan yang tidak adil sambil memastikan tata kelola yang efektif
(Fernando dkk., 2023). Rancangan undang-undang harus memastikan proses yang adil dan
transparansi dalam persidangan untuk memperoleh kepercayaan dan legitimasi publik
terhadap tindakan hukum yang diambil terhadap individu korup.

Dampak Sosial

Secara sosial, pengenalan RUU Perampasan Aset memberikan kesempatan untuk
memperkuat ketahanan komunitas terhadap kejahatan terorganisir. Dengan
mengalokasikan kembali aset yang disita ke program kesejahteraan sosial, pemerintah
dapat mengembalikan dana yang disalahgunakan dari sumber daya publik sambil
meningkatkan modal sosial melalui reinvestasi di komunitas (Bisogno dkk., 2024).
Misalnya, negara-negara Eropa telah berhasil memanfaatkan aset mafia yang disita dalam
koperasi sosial, menunjukkan model yang dapat diikuti oleh Indonesia (Bisogno et al., 2024).
Reintegrasi strategis melalui pemanfaatan kembali aset ini mendorong partisipasi
komunitas dan mengurangi kekosongan sosial-ekonomi yang ditinggalkan oleh korupsi.
Namun, kekhawatiran kritis muncul terkait kepercayaan publik terhadap niat dan
kemampuan pemerintah untuk mengelola aset yang disita secara transparan. Kebijakan
yang konsisten dan dipublikasikan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses
pengambilan keputusan tentang penggunaan aset yang disita di masa depan dapat
meredakan skeptisisme terhadap korupsi pemerintah (Soedirjo dkk., 2023). Selain itu, hasil

sosial yang sukses bergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, pemerintah
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daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengoptimalkan penggunaan aset-aset ini

demi kemakmuran komunitas (Boeri dkk., 2023)

Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, strategi perampasan aset memiliki peran ganda sebagai pencegahan
terhadap korupsi dan sumber pendapatan potensial bagi negara. Rancangan undang-
undang penyitaan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah anti-korupsi dan
mencegah pelaku potensial dengan meningkatkan risiko yang terkait dengan aktivitas
kriminal (Miceli & Johnson, 2015). Selain itu, redistribusi cepat aset yang disita ke dalam
aktivitas ekonomi produktif dapat merangsang pasar lokal dan berkontribusi pada
ketahanan ekonomi yang lebih luas (Bisogno dkk., 2024). Namun, studi sebelumnya
menyoroti risiko dampak yang singkat, di mana aset yang disita dapat menyebabkan
distorsi pasar dan manfaat ekonomi yang sementara jika tidak dikelola dengan efektif (Boeri
et al., 2023).

Potensi Masalah Akibat Penerapan RUU Perampasan Aset di Indonesia
Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk efektivitasnya dalam
memberantas korupsi dan kegiatan ilegal. Namun, ketidakjelasan hukum secara historis
telah melemahkan inisiatif serupa di Indonesia (Rosyad, 2014). Kebingungan yang ada
seputar mekanisme pemulihan aset menciptakan lingkungan hukum di mana tindakan
penegakan hukum dapat dianggap sewenang-wenang (Latif & Ramadani, 2022). Banyak
peraturan terkait penyitaan aset tumpang tindih dengan undang-undang korupsi yang
sudah ada, menyebabkan kompleksitas operasional yang memerlukan kerangka hukum
yang koheren (Margono et al., 2020). Meskipun ketentuan hukum ada, seperti yang
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Konvensi PBB tentang
Pemberantasan Korupsi (UNCAC), penegakan hukum tetap tidak konsisten karena definisi
yang kabur tentang “hasil kejahatan” dan koordinasi yang tidak memadai di antara
berbagai lembaga penegak hukum (Arifin dkk. 2017). Selain itu, ada bukti yang
menunjukkan bahwa tanpa pedoman yang jelas dan tegas tentang cara pelaksanaan
penyitaan aset, undang-undang yang diusulkan dapat secara tidak sengaja memfasilitasi
penegakan hukum yang selektif, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga
hukum (Ayuningsih & Nelson, 2022). Tinjauan komprehensif tentang pemulihan aset di
yurisdiksi lain menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif sangat bergantung
pada definisi yang tepat dan proses hukum yang tidak ambigu untuk melindungi dari
penyalahgunaan potensial (Tran & Koker, 2021). Oleh karena itu, meningkatkan kepastian
hukum melalui klarifikasi tambahan dan pedoman yang eksplisit akan menjadi esensial

untuk penegakan hukum yang efisien dari undang-undang yang diusulkan.
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Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penguasa

Risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang merupakan masalah kritis
dalam implementasi kerangka kerja penyitaan aset. Preseden historis menunjukkan bahwa
ketentuan hukum yang ambigu dapat memberdayakan pejabat untuk memanfaatkan
wewenangnya untuk keuntungan pribadi, bukan untuk kepentingan publik (Hudjolly et al.,
2024). Sifat diskresioner proses pemulihan aset dapat memfasilitasi praktik korupsi,
terutama jika kelompok yang rentan secara politik ditargetkan secara tidak proporsional
dengan dalih penegakan hukum (Maulana & Waluyo, 2023). Selain itu, ketidakhadiran
mekanisme pengawasan yang memadai dalam sistem hukum menimbulkan kekhawatiran
bahwa Undang-Undang Penyitaan Aset dapat digunakan sebagai alat penindasan terhadap
lawan politik atau kelompok minoritas (Mohas dkk., 2022). Bukti dari yurisdiksi lain
menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk proses yang transparan
dan langkah-langkah pertanggungjawaban, sangat penting untuk mengurangi risiko
tersebut (Arifin dkk., 2017). Mengingat kompleksitas pemulihan aset lintas batas,
perlindungan semacam itu harus diintegrasikan ke dalam kerangka hukum untuk
mencegah penyalahgunaan aset yang disita (Mohas dkk., 2022). Oleh karena itu, lembaga
hukum Indonesia harus menetapkan protokol ketat yang memastikan penegakan hukum
diterapkan secara merata dan tanpa bias.
Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Hukum

Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan
sumber daya dan kecukupan infrastrukturnya. Akses terhadap sumber daya hukum dan
tenaga ahli yang terlatih secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan kerangka
hukum apa pun, termasuk RUU Penyitaan Aset yang diusulkan (Rukmono dkk., 2024).
Laporan menunjukkan bahwa peradilan seringkali menghadapi tumpukan kasus, pelatihan
yang tidak memadai, dan pendanaan yang kurang, yang semuanya dapat menghambat
tindakan penegakan hukum yang tepat waktu terhadap korupsi dan kejahatan keuangan
(Pisu, 2010). Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi untuk mendukung pelacakan dan
pemulihan aset semakin membatasi efektivitas inisiatif penyitaan aset (Puspitawati, 2018).
Praktik terbaik internasional menekankan pentingnya mengembangkan tenaga ahli
penyelidik keuangan dan memberikan pelatihan khusus kepada petugas peradilan dalam
proses penyitaan aset (Tran & Koker, 2021). Pembentukan protokol komprehensif dan
kerangka kerja kolaboratif antar lembaga penegak hukum dapat mengoptimalkan
penggunaan sumber daya untuk meningkatkan upaya pemulihan aset. Selain itu,
pemanfaatan teknologi dapat mempermudah mekanisme penegakan hukum dan
menyediakan data real-time untuk memfasilitasi pemulihan aset ilegal secara cepat dan
akurat (Hudjolly dkk., 2024).
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Kesimpulan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah digodok oleh
pemerintah Indonesia mencerminkan sebuah langkah reformasi hukum yang ambisius
dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi, terutama korupsi. Upaya ini lahir dari
kesadaran bahwa sistem hukum pidana konvensional selama ini belum mampu secara
efektif memulihkan aset negara yang dirampas melalui tindak pidana. Munculnya
pendekatan non-conviction-based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa
putusan pidana dalam RUU ini menjadi inovasi hukum yang potensial, namun juga
menyimpan risiko yang tidak kecil. Dari sudut pandang hukum, pendekatan NCB yang
ditawarkan RUU Perampasan Aset berpotensi mempercepat proses pemulihan aset tanpa
harus menunggu putusan inkracht dari pengadilan pidana. Meski demikian, hal ini
menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensinya dengan prinsip dasar negara
hukum, seperti asas legalitas dan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Dalam konteks
hukum Indonesia yang masih sangat berhati-hati terhadap pemisahan antara perdata dan
pidana, konsep ini membutuhkan pengaturan yang sangat hati-hati agar tidak bertabrakan
dengan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, khususnya hak milik yang dijamin
oleh UUD 1945.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengusung kerangka kerja yang
kokoh untuk memberantas korupsi di Indonesia, dengan implikasi hukum, sosial, dan
ekonomi yang luas. Dengan memperbaiki proses hukum, melibatkan masyarakat secara
aktif, dan mendorong reinvestasi ekonomi, rancangan undang-undang ini berpotensi
mengurangi dampak negatif kejahatan terorganisir dan korupsi. Namun, untuk mencapai
manfaat ini, diperlukan upaya konsisten dalam penegakan kebijakan, transparansi, dan
kolaborasi masyarakat. Penting bagi pemangku kepentingan dari semua sektor untuk
bekerja sama dalam menyempurnakan strategi implementasi RUU ini, memastikan bahwa
RUU tersebut memenuhi fungsi yang dimaksudkan dan memperkuat supremasi hukum di
Indonesia. Potensi kendala yang timbul dari implementasi RUU Perampasan Aset di
Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hal ini meliputi penguatan
kejelasan hukum, penerapan mekanisme yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan
wewenang, dan investasi dalam infrastruktur hukum yang diperlukan untuk mendukung
penegakan hukum yang efektif. Kombinasi strategi ini dapat membantu dalam
membangun sistem hukum yang lebih tangguh dan adil yang dapat merespons secara

efektif terhadap korupsi dan aktivitas keuangan ilegal.
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